BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim
menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam
masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki
dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang
telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup
dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan
Mahkamah Agung. Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman
mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya
terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk)
mengayomi masyarakat.

2. Implikasi yuridis penerapan masa percobaan dalam hukuman mati
memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan
perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan
pidana. Implikasi-implikasi ini meliputi isu-isu seperti keputusan
pengadilan, pelaksanan hukuman mati, hak-hak narapidana, serta
pengawasan dan pemantauan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Problematik perbedaan pandangan mengenai sanksi pidana sudah



menjadi hal lumrah yang kerap kali diperbincangkan. Hal ini
dikarenakan banyaknya sanksi pidana yang menuai pro dan kontra baik
dari kelompok masyarakat maupun para ahli hukum. Tak terkecuali
sanksi pidana mati yang selalu menuai kritik hingga saat ini dari
berbagai kelompok. Baik kelompok pro maupun kontra masing-masing

memiliki alasan yang logis mengenai pidana mati.

B. Saran

1.

Penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama
mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak tuhan
Yang Maha Esa dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah
kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya
eksekusi sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum atas kualitas hidup
terpidana mati.

Pasal 100 KUHP ini menyatakan bahwa narapidana yang dijatuhi
hukuman mati dengan masa percobaan harus ditempatkan dalam lembaga
pemasyarakatan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, dan harus
dipantau secara ketat selama masa percobaan. Pidana mati dalam hukum
Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati merupakan pidana
yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar

ketentuan dalam undang-undang.
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